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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DI RUGIKAN
DALAM KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN PELEPASAN HAK
PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NO.153/PDT.G/2022/PN PLG)

Oleh
LUFI YUNI MEIDIYANTI

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum seringkali memicu terjadinya konflik dan
masalah dalam jual beli sehingga munculnya kasus wanpresatsi dalam jual beli
tanah bagi kepentingan umum terhadap pemegang hak atas tanah dan pembeli.
Sebagaimana terjadi dalam putusan Nomor: 153/Pdt.G/2022/PN Plg (terjadinya
wanprestasi dalam jual beli) Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini
adalah Apa perlindungan hukum terhadap pihak yang di rugikan dalam kasus
wanprestasi perjanjian jual beli pengadaan tanah bagi kepentingan umum (Putusan
pengadilan negeri palembang Nomor:153/Pdt.G/2022/PN Plg)? Dan Apa akibat
hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli
pengadaan tanah bagi kepentingan umum (Putusan pengadilan negeri palembang
Nomor: 153/Pdt.G/2022/PN Plg)? Metode yang di gunakan dalam penelitian ini
adalah metode hukum normatif, Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan
bahwa Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam kasus
wanprestasi perjanjian jual beli pengadaan tanah bagi kepentingan umum telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Kepentingan Umum. Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk preventif,
melalui mekanisme musyawarah, dan represif, melalui jalur peradilan apabila
terjadi pelanggaran hak. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara
kepentingan pembangunan dan hak masyarakat Dan Akibat hukum terhadap pihak
yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli pengadaan tanah bagi
kepentingan umum, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri
Palembang Nomor:153/Pdt.G/2022/PN Plg, adalah kewajiban pihak yang
wanprestasi untuk menanggung kerugian materil maupun immateril.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akibat Hukum, Pengadaan Tanah Bagi

Kepentingan Umum, Wanprestasi



ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR PARTIES IN BREACH OF A
LAND ACQUISITION RELEASE AGREEMENT FOR PUBLIC
INTEREST (PALEMBANG DISTRICT COURT DECISION NO.

153/PDT.G/2022/PN PLG)

By
LUFI YUNI MEIDIYANTI

Land acquisition for public purposes often triggers conflicts and problems in the
sale and purchase process, resulting in cases of default in land acquisition for
public purposes, involving both land rights holders and purchasers. This is evident
in Decision Number 153/Pdt.G/2022/PN Plg (a default in the sale and purchase).
The issues raised in this thesis are: What legal protection is available to the injured
party in a case of default in a land acquisition sale and purchase agreement for
public purposes (Palembang District Court Decision Number 153/Pdt.G/2022/PN
Plg)? And what are the legal consequences for the party committing default in a
land acquisition sale and purchase agreement for public purposes (Palembang
District Court Decision Number 153/Pdt.G/2022/PN Plg)? The method used in this
research is the normative legal method. Based on the research results, it can be
concluded that legal protection for the injured party in cases of default on the sale
and purchase agreement for land acquisition for public interest has been regulated
in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest. Legal
protection is provided in a preventive form, through a deliberation mechanism, and
repressive, through the judicial route if a violation of rights occurs. This shows a
balance between development interests and community rights. And the legal
consequences for the party who commits a default in the sale and purchase
agreement for land acquisition for public interest, as seen in the Palembang District
Court Decision Number: 153 / Pdt.G / 2022 / PN Plg, is the obligation of the
defaulting party to bear material and immaterial losses.

Keywords: Legal Protection, Legal Consequences, Land Acquisition for Public
Interest, Default
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber
kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia. Sesuai dengan
amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi, Air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” Makna dikuasai oleh negara berarti
bahwa dalam hal pemberdayaan tanah, negara yang akan mengatur dengan
sebaik-baiknya agar terjamin ketertiban dan ketenangan hidup bermasyarakat
dari segenap rakyat Indonesia
Untuk mewujudkan ketertiban dan ketenangan masyarakat yang adil dan
makmur sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia perlu melaksanakan pembangunan.
Pembangunan pada hakikatnya merupakan pekerjaan rumah bagi setiap negara
berkembang, seperti halnya Indonesia
Rangka mewujudkan pembangunan tersebut, banyak hal yang diperlukan
oleh pemerintah, diantaranya adalah tanah yang luas dan strategis. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah melakukan pengadaan tanah.
Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah dalam rangka
memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi
kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara

musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah



yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Hal ini menunjukan
bahwa proses pengadaan tanah tidaklah sederhana, karena berkaitan langsung
dengan hak-hak pihak tertentu (masyarakat) atas tanah.!

Pengadaan tanah bagi pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan di
Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun
sebagai tempat untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut akan
meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di
bidang pertanahan.?

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan
tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan hak atas tanah serta
pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia didasari sebagaimana Pasal 33
Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat.®

Harga tanah yang semakin mahal membuat pemerintah semakin sulit
melakukan pembangunan untuk penyediaan prasarana dan kepentingan umum
di satu pihak pemerintah memerlukan areal tanah yang cukup luas. Pada

pihaklain pemegang hak atas tanah yang akan digunakan tanahnya oleh

! Putri Lestari, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di
Indonesia Berdasarkan Pancasila, SIGN Jurnal Hukum Vol. 1, No. 2 — Tahun 2020

2 Adrian Sutedi, 2008, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, him. 45.

® Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djembatan, Jakarta, him.3



pemerintah untuk kepentingan pembangunan tidak boleh dirugikan.*

Dalam hal pengadaan tanah oleh pihak swasta, maka cara-cara yang
dilakukan adalah melalui jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang
disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang dapat dilakukan secara
langsung antara pihak yang berkepentingan misalnya antara pengembang
dengan pemegang hak dengan pemberian ganti kerugian yang besar atau
jenisnya ditentukan dalam musyawarah. Sedangkan dalam hal pengadaan tanah
oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan
demi kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan cara pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah, atau juga dengan pencabutan hak atas tanah
dilakukan dengan musyawarah dengan tujuan memperoleh kesepakatan
mengenai pelaksanaan pembangunan di lokasi yang ditentukan, beserta bentuk
dan besar ganti kerugian.’

Pengambilan tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan atau
penyelenggaraan kepentingan umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara
antara lain meliputi:®
1. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan tanah)

2. Pencabutan hak atas tanah
3. Perolehan tanah secara langsung (jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang

disepakati secara sukarela)

* Ibid., him. 4.

*Abuyazid Bustomi, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, Jurnal Volume 16 No. 3, him. 241 - Tahun 2018,

® Nova Apriyanto, Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU No.2 Tahun 2012
Tentang Pengandaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Indonesia Berdaya, 4,
- Tahun 2022



Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh
tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan
umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah
antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang
tanahnya diperlukan untuk kegiatan Pembangunan

Proses pengadaan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah
ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala
keterangan dan data yang diajukan dalam mengadakan pemberian ganti rugi.
Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti
rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan.’

Berdasarkan peraturan perundang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pasal 18 menjelaskan: “Untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan
Undang-undang.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditindak lanjuti dengan terbitnya
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Menjelaskan bahwa

" 1bid, him. 4



pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan beberapa tahapan, yaitu:®

a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah.

b. Penilaian ganti kerugian

c. Musyawarah penetapan ganti kerugian Pemeberian ganti kerugian

o

. Pemberian ganti kerugian

D

. Pelepasan tanah instansi

Berbagai cara dapat dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hak
atas tanah tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan perbuatan jual beli.
Melalui proses jual beli inilah seseorang yang membutuhkan dapat memiliki
hak atas tanah, dari hasil jual beli tersebut maka kepemilikan hak atas tanah
dapat beralih/berpindah tangan dari satu pihak ke pihak yang lain.

Pengertian jual beli diatur pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu “Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian jual beli atas tanah adalah
suatu perjanjian dimana mana pihak penjual berjanji serta mengikatkan dirinya
untuk menjual tanah dan menyerahkan hak atas tanah (sertifikat tanah) yang
bersangkutan kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli juga berjanji dan
mengikatkan dirinya untuk bersedia membayar harga tanah sesuai dengan yang

telah disepakati bersama.

® Maria S.W. Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan
Budaya, Kompas, Jakarta, him. 280



Perjanjian bukanlah hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari,
perjanjian selalu digunakan dalam hal jual beli baik obyeknya Dalam suatu
perjanjian pada umumnya salah satu asas yang dikenal adalah asas kebebasan
berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan
sendiri hal-hal yang disepakati dalam perjanjian, namun tetap tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan norma-norma yang berlaku.

Perjanjian adalah suatu kesepakatan, untuk melakukan sesuatu hal.
Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa “semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Berdasarkan pasal ini, setiap orang diperbolehkan membuat
perjanjiannya sendiri dan perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya
sebagai suatu undang-undang.

Menurut Pasal 1458 KUHPerdata bahwa “jual beli dianggap telah terjadi
atau mengikat secara hukum antara kedua belah pihak segera setelah orang-
orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tertentu beserta harganya,
meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” Maka
dalam melakukan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum juga
berkaitan dengan adanya Ganti rugi karena Ganti rugi merupakan bentuk dari
kewajiban dari memenuhinya tuntutan atas lepasnya hak atas kepemilikan
tanah tersebut

Ganti kerugian merupakan hal yang paling penting dalam proses
pengadaan tanah. Ganti rugi adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita

oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya hak tersebut. Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum menyatakan bahwa ganti kerugian merupakan
penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses
Pengadaan Tanah.

Pasal 2 Undang-UndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi Kepentingan Umum menjelaskan bahwa pengadaan tanah bagi

kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Kemanusiaan
b. Keadilan

c. Kemanfaatan
d. Kepastian

e. Keterbukaan
f. Kesepakatan
g. Keikutsertaan
h. Kesejahteraan

Keberlanjutan

J.  Keselarasan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dikatakan bahwa Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara,
dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak

Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari
jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai
kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah

melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti



rugi. Masalah ganti rugi ini menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses
pengadaan tanah. Negosiasi mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sering
kali menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut akibat tidak adanya
titik temu yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.®

Dalam proses ganti rugi pengadaan tanah yang prosesnya memakan waktu
yang cukup panjang dan paling sesitif maka seringkali terjadinya wanprestasi
dalam perjanjian ganti rugi pengadaan tanah. Wanprestasi adalah Tidak memenuhi
atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam
perjanjian yang telah diperbuat membuat salah satu pihak mengalami kerugian,
maka perlu untuk para pihak menyelesaikan dan melakukan perstasinya dengan

rasa tanggung jawab dalam melakukan perjanjian tersebut. *°

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya
dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk
menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi,
sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan
karena wanprestasi tersebut. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata
yang berbunyi “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhi suatu
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi
untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui

waktu yang telah ditentukan™!

¥ Mudakir Iskandar Syah, 2007, Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan
Umum, Jala Permata, Jakarta, him. 5

19 Ngadimin, Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 5 No.03 -Tahun 2025

“ Ibid., him.5



Demikian halnya dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian pelepasan hak
Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum vyang terjadi di Putusan
Nomor.153/Pdt.G/2022/PN Plg, ini bermula pada pertengahan tahun 2015
Penggugat Ir. Achmad Sjarbani, M. Eng.Sc selaku saudara kandung pemilik
tanah di beritahukan oleh tergugat Il camat secara lisan bahwa Tanah dan
Bangunan milik saudara kandungnya penggugat yang berlokasi di JI. Sultan
Muhammad Mansyur No.522 RT.013/RW.006 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat Il
Palembang seluar + 484 M2 akan di ambil alih Pemerintah Kota untuk Kantor
lurah 32 Ilir Palembang (turut tergugat) karena kantor lurah 32 ilir (turut
tergugat) yang lama akan di gusur untuk Pembangunan jembatan musi 6.

Setelah beberapa bulan sejak informasi tersebut disampaikan oleh camat,
Tergugat 111, kepada pengugat, baru diketahui bahwa Tergugat | Pemkot, telah
mengeluarkan surat keputusan wali kota, nomor: 515/KPTS/111/2015 tentang
penetapan tanah seluas + 484 M2 vyang diperuntukkan sebagai lokasi
pembangunan kantor lurah 32 Ilir, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat

Bahwa pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah dan bangunan Kantor
lurah 32 lir Palembang telah sesuai berdasarkan ketentuan Undang-undang
Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, dan Tergugat Il telah melakukan resume penilaian aset
atas tanah dan bangunan yang berlokasi di JI. Sultan Muhammad Mansyur
No0.522 RT.013/RW.006 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat Il Palembang melalui
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Puranto Rozak Uswatun
& Rekan sebesar Rp. 1.395.600.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh

lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat No: 0414a/MBPRU-



PLG/E/AR/XI1/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 Perihal Penyampaian
Resume Penilaian Aset

Selanjutnya setelah Penggugat menerima pemberitahuan dari Para
Tergugat terkait Nilai Penggantian atas tanah dan bangunannya tersebut,
Penggugat menyetujui terhadap Nilai Penggantian yang ditetapkan oleh Para
Tergugat atas tanah dan bangunan yang berlokasi di JI. Sultan Muhammad
Mansyur No.522 RT.013/RW.006 Kel. 32 lir Kec. Ilir Barat Il Palembang
sebesar Rp. 1.395.600.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta
enam ratus ribu rupiah) atas kesepakatan ganti kerugian pengadaan tanah dan
bangunan Kantor lurah 32 Ilir Palembang

Tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian
dalam Rangka Ganti Kerugian Pengadaan tanah dan bangunan bagi
kepentingan umum nomor: 900/32/SPK/IB.11/2015 tanggal 18 november 2015
yang dibuat antara penggugat dan tergugat Il, dengan nominal yang telah di
nilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pihak kedua dengan sepakat
membayar ganti rugi tersebut menjadi 3 angsuran

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2015 Tergugat Il telah melakukan
pembayaran pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus
dua puluh lima juta rupiah) kerekening Bank Mandiri Cabang Kapten A. Rivai
Palembang Nomor Rekening : 113 009 400 7 022 atas nama Ir. Achmad
Sjarbani M.Eng.SC sebagaimana Berita Acara Pembayaran Nomor
:900/39/B.A/IB.11/2015 tanggal 09 Desember 2015 yang ditandatangani oleh
Penggugat dan Tergugat |1

Selanjutnya pada tahun 2016 yang seharusnya Tergugat Il telah

10



meyelesaiakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kedua sebesar Rp.
300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) dan Pembayaran ketiga sebesar Rp.
870.600.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) kepada
Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati oleh Penggugat
dan Tergugat Il dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Dalam Rangka Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah dan Bangunan Bagi Kepentingan Umum
Nomor:900/32/SPK/IB.11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 akan tetapi
senyatanya Tergugat Il telah lalai dan tidak melaksakan kewajibannya untuk
melakukan pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut kepada Penggugat
selanjutnya Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 Penggugat menerima
Pemberitahuan dari Tergugat 11l yang menyampaikan hasil revisi penilaian atas
Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal untuk Kantor Lurah 32 lir Palembang
dari sebesar Rp. 1.395.600.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima
juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 800.600.000,- (delapan ratus
juta enam ratus ribu rupiah) melalui Surat Nomor: 900/277/1B.
900/277/1B.11/2016 tanggal 8 Desember 2016 Perihal Pemberitahuan Hasil
Revisi Penilaian Atas Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal untuk Kantor
Lurah 32 lir Palembang dan Sural Nomor 900/289/1B. 11/2016 tanggal 20
Desember 2016, setelah surat pemebritahuan tergugat Il di tanggapi oleh
penggugat, penggugat menyatakan tidak terima atas adanya perubahan nilai
ganti rugi pengadaan tanah dan bangunan untuk kantor lurah 32 ilir Palembang.
Dalam persidangan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari pihak
penggugat, yang Dimana pihak penggugat berada di pihak yang menang

sedangkan tergugat berada dipihak kalah sehingga harus dihukum untuk

11
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membayar biaya secara tanggung renteng yang besarnya.Untuk memahami
lebih dalam mengenai hal tersebut khususnya persoalan diatas, maka perlu
dilakukan eksplorasi mengenai segi hukum perdata mengenai kasus
wanprestasi. Keinginan untuk menganalisa lebih jauh serta segala sesuatu yang
berhubungan dengan penelitian ini, yang hasinya dituangkan dengan judul :
Perlindungan hukum terhadap pihak yang di rugikan dalam kasus Wanprestasi
Perjanjian Pelepasan Hak Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.153/Pdt.G/2022/Pn PIg)

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam peneliatian di atas

adalah sebagai berikut :

1.

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Di Rugikan Dalam
Kasus Wanprestasi Perjanjian Pelepasan Hak Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Umum(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang
No.153/Pdt.G/2022/Pn Plg)?

Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi
Dalam Perjanjian Pelepasan Hak Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.153/Pdt.G/2022/Pn PIg)?

C. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi Ruang lingkup penelitian ini kepada khususnya
KUHPerdata Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian , Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, dan Undang-undang Nomor 5 tahun

1960 tentang pokok agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
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Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

D. Tujuan dan manfaat penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :
1. Menganalisi Perlindungan hukum terhadap pihak yang di rugikan dalam
kasus Wanprestasi Perjanjian jual beli Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Umum  Putusan Pengadilan Negeri Palembang

No0.153/Pdt.G/2022/Pn Plg

2. Menganalisi Akibat Hukum Terhadap pihak yang melakukan
wanprestasi dalam perjanjian jual beli pengadaan tanah bagi kepentingan
umum Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.153/Pdt.G/2022/Pn

Plg

Serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat menambah serta
mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menjadikan masukan bagi
masyarakat serta masukan dalam pembangunan hukum di Indonesia.
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk
sumbangan pemikiran dalam hal perjanjian jual beli pengandaan tanah

bagi kepentingan umum.
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2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi Masyarakat,
khususnya yang berhubungan dengan perjanjian jual belipengandaan

tanah bagi kepentingan umum

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah hasil kontempatif penelitian setelah
melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka dan atas pertimbangan
pikirnya ditetapkan konsep-konsep dasar dan teori-teori yang di anggap
relevan dengan penelitian

a. Teori Perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau
aliran hukum alam. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum
bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum
dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang
bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan
eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan
moral.

Perlindungan hukum adalan segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau
korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari
perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

melalui restitusi, rehabilitasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi,



15

dan sebagai pendekatan restrorative justice.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan
seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak dalam
kepentingan tersebut. Selanjutaya dikemukakan bahwa salah satu sifat dan
sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan pengayoman
kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut
harus di wujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum*?

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengar
norma yang lain. Karena hukum berisi perintah atau larangan sehingga
membagi hak dan kewajiban. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka
macam hubungan diantara anggota masyarakat.’* Karena beraneka
ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-
aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan
itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Aturan hukum yang ada
harus sesuai dan tidak boleh bertentangnan dengan rasa keadilan
masyarakat. Dengan demikian hukum bertujuan untuk menjamin adanya
kepasatian nukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan,
yaitu rasa keadilan masyarakat.

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan
manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan
kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi Perlindungan hukum

harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatuketentuan

him.21

' Satjipto Raharjo, 2010, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, him.10
B Kansil 2009, Pengantar llmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta



1)

2)

16

hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang
pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur
hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara
perseorangan dengan pemerintahan yang di anggap mewakili kepentingan
masyarakat Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi
subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
Perlindungan hukum preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran
serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan
sutu kewajiban
Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberican
apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran
Tujuan dari perlindungan hukum adalah sebagai berikut:
a) Untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
semua masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang

diberikan hukum
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b) Untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat agar

terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban Masyarakat

b. Teori wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda “Wanprestastie”, yang
artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan
terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan
yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul
karena undang- undang. Menurut kamus hukum, Wanprestasi bearti
kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam
perjanjian *

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan
adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di
dasarkan perjanjian sesuai pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan pasal
1431 KUHPerdata maupun perjanjian Yyang bersumber pada
undangundang seperti diatur dalam pasal 1352 KUHPerdata sampai
dengan pasal 1380 KUHPerdata™

“Wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa
4 macam menurut R. Subekti yaitu:'®

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai

mana yang diperjanjikan

! yahya Harahap, 2016, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, him.13

> Ahmadi Miru, 2017, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers,
Jakarta,him.74

16 R. Subekti, 2017, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, him.50
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c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat

d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat
dilakukan
Adapun yang dimaksud Wanprestasi adalah suatu keadaan yang

dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenubhi
prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam
keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa Wanprestasi adalah
tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang
telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan
debitur.*’

Dalam perkara Wanprestasi, apabila debitur tidak memenuhi
perikatanya ataupun pada perikatan-perikatan dimana pernyataan lalai
tidak di sampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindakannya, maka
debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan.

Langkah kreditur adalah sebagai berikut:®
1) Menuntut pemenuhan perikatan
2) Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat
timbal balik, menuntut pembatalan perikatan
3) Menuntut ganti rugi
4) Menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi

5)  Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi

7 salim H.S, 2012, Pengantar hukum Perdata Tertulis (Bw), Sinar Grafika, Jakarta,
him.180

'8 Muhammad Fadillah Ulhad, Konsep Hukum Pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi
Akibat Kredit Macet, Jurnal Konstruksi Hukum, VVol.4, No.2 — Tahun 2023
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2. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu
penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan
yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi
kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka
dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-
batasan istilah yang berkaitan dengan judul tesis sebagai berikut :
a.  Perlindungan hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang
dibenkan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik
yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai
suatu gambaran dar fungsi bukum, yaitu konsep dimana hukum dapat
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian *°

b. Wanprestasi
Wanprestasi berasal dari istilah belanda yaitu wanprestatie, bearti
ingkar janji atau kelalaian memenuhi kewajiban yang telah di sepakati di
perjanjian 2°
c. Perjanjian
Perjanjian adalah kesepakatan para pihak yakni pihak debitur dan
kreditur tentang suatu hal yang melahirkab perikatan artinya bentuk

hubungan hukum yang terjadi atas kehendak pihak debitur dan kreditur

' Desi Sommaliagustina, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Di

Indonesia, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018

0| adyva Rizqgina Dinissa, Analisis Sengketa Wanprestasi Dan Ganti Rugi Dalam Kontrak
Pengadaan Jasa Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Perdata, Jurnal Hukum, Vol. 1 No.4 — Tahun
2024
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yang telah bersepakat dan saling mengikat dirinya yang dituangkan
dalam suatu perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban.?
d. Pelepasan Hak
Pelepasan hak adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara
pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan
memberikan ganti rugi berdasarkan musyawarah antara pihak-pihak yang
terkait.??
e. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan
cara memberikanganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan
tanah, bangunan, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah,
pengandaan tanah dapat dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah.?

f. Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah pembebasan tanah yang bersifat
memaksa (compulsory land acquisition) di mana pemerintah dapat
membebaskan tanah dari si pemilik tanah meskipun si pemilik tidak
berkeinginan untuk menjual tanah tersebut. Namun, berdasarkan asas
keadilan, meskipun pengadaan tanah tersebut bersifat memaksa, namun
ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik tanah tidak boleh
mengakibatkan penurunan taraf kehidupan sebelum dilakukannya

pengadaan tanah tersebut.?*

2! Lala Alwi, Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil)
Kajian Kuhperdata, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 — Tahun 2023

*2 Warmin, Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Tanah Ditelantarkan Ditinjau
Dari Perspektif Keadilan Hukum(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2899 K/Pdt/2018), Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 01, No. 01, Juni 2023

% Ibid,. him.46

?* Queenisia Emanuela Leimena Runtukahu, Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Lex
Administratum, Vol. 10 No. 1 HIm. 7, Maret 2022
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F. Metode Penelitian
Metodologi berasal dari bahasa dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang
bearti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang
berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau
objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.?
Dalam penelitian ini berhubungan dengan Analisi Putusan Hakim Terhadap
Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Umum, untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu

yang berkaitan.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, metode yang di gunakan dalam
penelitian ini tergolong penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian
kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti.
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan dan

pendekatan kasus yang terjadi °
Dalam penelitian ini menggunakan obyek berupa norma hukum
dilakukan melalui proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi %

2. Pendekatan Masalah

** Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan
Empiris, Prenadamedia Grup, Depok, him. 2

*® Ahmad Rosidi, Penerapan New Normal( Kenormala Baru) Dalam Penanganan Civid-
19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Pasitif, Jurnal Iimiah Rinjani, VVol.8, No.2, him. 187-19, Tahun
2020

%7 Ahmad Rosidi, Metode Penelitian Hukum Normative Dan Sosiologis (Field Research),
Jurnal Hukum, VVol.2, No.1, him.3 — Tahun 2023
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Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian ini
adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan undang-undang (satute approach) pendekatan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan
menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ratio
logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.
Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara satu dengan
yang lain. Metode pendekatan perundang-undangan peneliti dapat
melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran dan peraturan

b. Pendekatan konseptual (conseptual Approach) yakni dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam
ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi serta sebagai sandaran
dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu
yang di hadapi Pendekatan kasus (case Approach) pendekatan ini
dilakukan dengan pendekatan kasus

c. menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut
paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan
mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang dasar
dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan

undang-undang lainnya
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3. Sumber Bahan Hukum
Sumber-sumber bahan hukum penelitian dalam penelitian ini, yaitu:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama,
sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum
yang mempunyai otoritas bahan hukum primer meliputi peraturan-
perundangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan
hukum. Diantaranya:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
4. Undang-Undang Pengadaan Tanah Nomor 2 tahun 2012
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
6. Putusan MA Nomor: 3777K/Pdt/2023

7. Putusan PN Nomor: 153/Pdt.G/2022/Pn Plg

b. Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya
dengan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan
memberikan penjelasan yaitu buku-buku, hasil penelitian, makala,

jurnal yang ada hubungan permasalahan dalam penelitian ini
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tresier adalah bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
skunder seperti kamus hukum, ensklopedia, indeks kumulatif, dan

seterusnya *®

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian
hukum normatif, yakni mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk
tertulis yang disebut dengan “bahan hukum”. Menggunakan teknik
pengumpulan data yang akan di8lakukan adalah studi kepustakaan, studi
kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-
konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi
penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari
berbagai peraturan, kasus-kasus dan dokumen yang ada dengan cara
mempelajari berbagai peraturan dan kasus serta dokumen yang ada

hubungannya dengan penelitian ini .2

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis penelitian ini dilakukan secara “yuridis normatif”, yaitu
penelitian dilakukan dengan menelaah sistematika peraturan perundang-

undangan. Yang dilakukan tidak meninjau peraturan perundang-undangan

%8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 13

2 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali
pers, Jakarta, him.168
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dari sudut penyusunanya secara teknis, akan tetapi yang ditelaah adalah
pengertian-pengertian dasar sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan
perundang-undangan tersebut. Kemudian diadakan, suatu analisa dengan
menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, yang
mencangkup subjek objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum
Analisa hanya digunakan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan
kaedah (hukum). Setelah itu dilakukan analisa, maka konstruksi dilaksankan
dengan cara memasukan pasal-pasal tertentu kedalam kategori-kategori atas
dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.*
Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif,
yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.**

G. Sistematika Penelitian

Bab 1 : Pendahuluan
Pada bab | berisikan tentang pendahuluan, yang menguraikan
tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta
manfaat dari penelitian, guna mendukung penelitian ini, akan
dijelaskan ruang lingkup, metode penelitian, serta sistematika
penulisan.

Bab Il : Tinjauan Pustaka
Pada bab Il berisikan tentang perjanjian, Pelepasa hak,

wanprestasi, pengadaan tanah bagi kepentingan umum,

% Soejono Soekanto, Op.cit, him.225
3! Ibid, him. 11



26

perlindungan hukum.

Bab 111 : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab Il berisikan mengenai penulisan membahas tentang
hasil penelitian dan pembahasanya mengenai perlindungan
hukum perjanjian pelepasan hak pengadaan tanah bagi
kepentingan umum serta akibat hukum wanprestasi terhadap
perjanjian pelepasan hak pengadaan tanah bagi kepentingan
umum (Putusan pengadilan negeri palembang

no.153/Pdt.G/2022/Pn Plg).

Bab IV : Penutup
Pada bab IV berisikan kesimpulan dan saran.
Daftar Pustaka

Lampira
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